WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa Retribusi Izin Gangguan dalam wilayah
Kota Banjarmasin merupakan salah satu sumber
potensi yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah dalam rangka membiayai pembangunan
dan pemerintahan kota Banjarmasin dalam
mencapai kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa retribusi izin gangguan dipungut dalam
rangka pengendalian dampak lingkungan akibat
dikeluarkannya izin gangguan;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 156
ayat (1) dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
perlu dilakukan revisi atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Retribusi Izin Gangguan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin
Gangguan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (HO) STBL Tahun 1926
Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah
terakhir dengan STBL Tahun 1940 Nomor 14 dan
450;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

|
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 1tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3274);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan kedua atas Undang — Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5058);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang
Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 74 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5320);



-

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang -
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5320);



21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah;

23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin
(Lembaran daerah Tahun 1993 Nomor 3 Seri D
Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kota
Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 10);

25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011
Nomor 28 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor
23);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan
WALIKOTA BANJARMASIN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Banjarmasin;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah;

Walikota adalah Walikota Banjarmasin;

DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin;

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin;

s N=



6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi Tugas tertentu dibidang
perizinan dan atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

7. Pejabat tertentu adalah pejabat yang diberi kewenangan pelimpahan di
bidang penerbitan Izin;

8. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang tugas
pokoknya antara lain menangani kewenangan dibidang Izin Gangguan atau
Izin Tempat Usaha,;

9. Pemberian Izin Gangguan adalah pemberian izin Tempat Usaha /Kegiatan
Badan yang dapat menimbulkan gangguan, bahaya, dan kerugian kecuali
tempat/lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah
Daerah;

10. BP2TPM adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman
Modal Kota Banjarmasin;

11. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang antara lain meliputi
Perseroan Terbatas, Perusahaan Milik Negara / Daerah, Perusahaan
Komanditer, Firma, Koperasi dan Perorangan ;

12. Luas Ruang Usaha adalah luas lahan yang dibangun atau tanpa bangunan
untuk mendukung digunakannya kegiatan usaha termasuk lahan parkir
yang mendukung kegiatan usaha walaupun tidak dikomersil;

13. Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha
industri yang dapat berbentuk Perorangan atau Badan di Wilayah Kota
Banjarmasin;

14. Heregistrasi adalah pendaftaran ulang yang dilakukan oleh pemilik izin
gangguan,

15. Izin Balik Nama adalah memindahtangankan Izin Gangguan atau kepada
pihak lain tanpa merubah perusahaan dan atau menambah kegiatan
usaha atau menambah ruang usaha;

16. Perluasan adalah apabila tempat usahanya dan atau jenis usahanya
mengalami penambahan;

17. Alih Usaha adalah apabila kegiatan jenis usahanya berubah (tidak sesuai
dengan izin yang telah diterbitkan);

18.Retribusi Izin Gangguan adalah Retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat
menimbulkan gangguan, bahaya dan kerugian kecuali tempat/lokasi yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah kepada orang
pribadi atau badan ;

19.Wajib Retribusi adalah Perusahaan atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

20.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan pemberian Izin
Gangguan atau Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Daerah;

21.Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang
Retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

22.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;

23.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;

24.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah
surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran
atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat
pembayaran lain yang ditunjuk oleh Walikota;
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25.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kekurangan pembayaran retribusi karena kredit retribusi lebih kecil
daripada retribusi yang seharusnya terutang, yang disebabkan oleh
kesalahan penerapan peraturan atau karena kesalahan perhitungan;

26.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

27.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan
untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan
lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah
dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan Retribusi;

28.Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti
yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi
daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya Penyidikan Tindak
Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya;

BAB 1
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan mengenai
Retribusi Izin Gangguan.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian
yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Penyelenggaraan Izin Gangguan.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan
pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang
dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan,
termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau
kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma
keselamatan dan kesehatan kerja.



Pasal 4

(1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat
usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat
menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan, termasuk
pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus
untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau
kesechatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi
norma keselamatan dan kesehatan.

(2) Tidak termasuk objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan
untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong Retribusi Izin Gangguan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 7

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruang usaha, lokasi dan
indeks gangguan serta jenis usaha.

(2) Jenis Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(3) Penetapan indeks gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan
dengan klasifikasi sebagai berikut:
a.Orang atau badan dengan tingkat gangguan sangat tinggi/ besar
indeksnya 5;
b. Orang atau badan dengan tingkat gangguan menengah indeksnya 4;
¢. Orang atau badan dengan tingkat gangguan sedang indeksnya 3;
d. Orang atau badan dengan tingkat gangguan kecil indeksnya 2.

(4) Penetapan indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d berdasarkan jenis usaha yang akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.



(5) Penetapan Indeks Lokasi didasarkan pada letak perusahaan dengan
klasifikasi sebagai berikut :
a. Jalan Negara 5;
b. Jalan Propinsi 4;
c. Jalan Kota 3;
d. Jalan Lingkungan 2.

Pasal 8

Dikecualikan cara penghitungan indeks gangguan untuk jenis usaha Izin
gangguan game online dengan perhitungan indeks sebagai berikut :

a. Jalan Negara 2 ;

b. Jalan Propinsi 3;

c. Jalan Kota 4;

d. Jalan Lingkungan 5.

BAB V1
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan
pemberian izin gangguan.

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan
usaha secara terus menerus dilapangan, penegakan hokum, dan
penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VII
STRUKTUR BESARNYA TARIF DAN TATACARA PERHITUNGANNYA

Pasal 10
(1) Setiap Izin Gangguan dikenakan Retribusi.

(2) Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila luas
ruang usaha 1 sampai dengan 100 m2 ditetapkan berdasarkan
perhitungan sebagai berikut : Luas ruang usaha x indeks lokasi x indeks
gangguan x Rp.500,-

(3) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila luas
ruang usaha diatas 100 m2 ditetapkan berdasarkan perhitungan sebagai
berikut :

a. 100 m?2 x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp.500,- ;

b. Kelebihan dari 100 m2 x indeks lokasi x indeks gangguan x Rp.350,- .

c. Setiap Herregistrasi (daftar ulang) dikenakan biaya sebesar 20% dari
biaya retribusi;

d. Surat Izin Gangguan yang rusak atau hilang wajib dilaporkan dan akan
diterbitkan Izin Pengganti dengan dikenakan biaya sebesar 10 % dari
biaya retribusi.

(3) Jenis Usaha yang ditetapkan sebagai wajib retribusi ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.



Pasal 11
(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.
BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 12
Retribusi Dipungut di Wilayah Kota Banjarmasin.
BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 13

(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu berlakunya izin yaitu selama usaha
tersebut masih berjalan dan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

(2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, apabila diperlukan sewaktu-
waktu dapat dilakukan pemeriksaan ke lapangan oleh Tim.

Pasal 14
Saat Terutangnya retribusi adalah pada diterbitkannya SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor
secara Bruto/ keseluruhan ke Kas Daerah.

(5) Setiap pelunasan pembayaran pungutan harus diberikan bukti
pembayaran kepada yang bersangkutan.

(6) Bukti penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau sebutan lainnya.



(7) Tata cara pemungutan dan penyetoran akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16
(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Pembayaran retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil
retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 17

(1) Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengansur
retribusi terhutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan.

(2) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus
dilakukan secara teratur dan berturut — turut.

(3) Walikota dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda
pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(4) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata
cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (3), diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

(1) Retribusi yang tidak atau kurang bayar dapat ditagih dengan
menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari
sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hdri setelah tanggal Surat Teguran/Surat
Peringatan/Surat Lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

(4) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang
ditunjuk.

(5) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD dan STRD, terhadap wajib
retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.
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(6) Penagihan retribusi dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan
retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan
wajib retribusi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perigurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Penagihan retribusi, yang kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3
(tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila
wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tertangguh apabila:
a. diterbitkannya surat teguran dan/atau surat paksa atau ;
b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung
dari wajib retribusi.

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya surat teguran dan/atau surat paksa tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya masih
mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah
Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan ansuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 21

(1) Piutang Pajak dan/atau Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.



(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Pajak dan/atau Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV1
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan
insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Ketehtuan mengenai tata cara pemberian insentif akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar
2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didahului dengan Surat Teguran.

BAB XVIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai
negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;



b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana di bidang retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25
(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat .(1) merupakan penerimaan
Negara.
BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua retribusi yang terutang

atau belum dibayarkan oleh wajib retribusi , tetap dapat ditagih sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang-belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Gangguan,
Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2009 tentang Biaya
Administrasi Penyelenggaraan Tanda Daftar Gudang dan Tempat Penyimpanan
Barang Serta Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2009
tentang Kewenangan dan Tata Kelola Perizinan Terpadu Satu Pintu yang
berhubungan dengan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan Peraturan Daerah
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Media Elektronik,
Informasi dan Komunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Banjarmasini.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 16 Agustus 2012

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Agustus 2012




) PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

I. UMUM

Dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi
daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam penarikan arus
investasi di Daerah, maka perlu memberikan pelayanan perizinan tertentu
secara cepat, tepat, dan murah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, peningkatan arus
investasi-dan daya saing daerah dapat ditempuh melalui upaya pemberian
pelayanan perizinan, pemberian insentif dan fasilitas tertentu kepada
orang pribadi atau Badan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pemberian pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan
pemanfaatan ruang, penggunaan sumber data alam, barang, prasarana,
sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan
untuk menetapkan jenis dan melakukan pemungutan retribusi atas
pemberian pelayanan  Retribusi Izin Gangguan tersebut sepanjang
memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Pemberian
kewenangan kepada Daerah untuk melaksanakan pemungutan terhadap
retribusi perizinan tertentu, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka memberikan
pelayanan prima kepada masyarakat. Adapun jenis retribusi Izin
Gangguan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 t.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9



Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN
NOMOR 28

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

TAHUN 2012




LAMPIRAN
» PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Jenis Usaha yang diwajibkan untuk mendapatkan Izin Gangguan adalah
sebagai berikut :

perusahaan industri besar, menengah, dan kecil/kerajinan;
garmen, konveksi dan sejenisnya;
toko, warung dan sejenisnya;
dealer, showroom dan sejenisnya,;
gudang dan sejenisnya;
pasar swasta dan sejenisnya;
tempat penyewaan compact disk, computer, permainan ketangkasan dan
sejenisnya;
SPBU, pengecer BBM dan sejenisnya;
tempat/jasa pengadaan barang dan perdagangan umum,;
bengkel dan sejenisnya;
garasi bagi usaha transportasi;
usaha perhotelan, penginapan, pemondokan dan sejenisnya,
. restoran, rumah makan dan sejenisnya;
usaha travel dan jasa di bidang transportasi;
usaha rekreasi dan hiburan umum;
usaha kepariwisataan , elektronik dan telekomunikasi;
usaha media reklame;
apotik, usaha farmasi dan sejenisnya;
usaha jasa boga/katering dan sejenisnya;
tempat pembuatan ramuan kimia dan sejenisnya;
rumah sakit, balai pengobatan dan sejenisnya;
usaha dibidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan;
penggilingan padi dan penyosohan beras;
tempat pemotongan hewan dan sejenisnya;
lapangan tembak;
gelanggang olahraga dan sejenisnya;
aa. usaha Penyelenggaraan Salon Kecantikan dan Pemangkas Rambut;
bb. jasa kontraktor dan sejenisnya;
cc. jasa keuangan dan perbankan;
dd. jasa pendidikan/kursus keterampilan dan sejenisnya;
ee. usaha penjualan material, penggergajian kayu, dan sejenisnya;
ff. usaha pencucian kendaraan bermotor/mobil;
gg. usaha galangan kapal;
hh.usaha jual-beli barang-barang bekas (besi, plastik, dan lain-lain);
ii. pelabuhan kapal, terminal peti kemas, depo peti kemas; dan
jj- usaha-usaha lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya,kerugian
dan/atau gangguan.
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